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pERATURAN BUPATT BEKASI 

NOMOR J8 EUN 2012 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT BEKASI NOMOR S TAHUN 

2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARAN/JAA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
P siden  R  Nomor  70  Tahun  2012 tentang perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pre piden Nornor S4 Tahun 2010 
tentang engadaan BarangJasa Pemerintah, maka petunjuk 
teknis pengadaan barang/jasa di linglungan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi yang serula telah ditetapkan melalul 
Peraturan Bupati Noor 5  Tahun  2012 pertu ditinjau dan 

disesuaik.an kerbeali; 

Mengingat 

b. bahwa at.as dasar pertimbangan sebagairana dimasud 

pada hurufa diatas, perubeahannya tersebut perlu ditetapk.an 
embali dengan Peraturan Bupati Bekasi 

1.Undang-Undang Noor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamn lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Bernita Negara Tahun 1950 sebagaimane 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabup&ten Purwakarte dan Kabupten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang iomor I4 
Tahun 1950 tentang Pembentukc.an Daerah-darah 

Kabupaten Dalamn Lingku0gan Pripinsi Jarwa Brat (Lernbaran 
Negara Republike Indonesia Tahun 1968 Noor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomou 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jae 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Idon Tahun 
1999 Nomor S4, Tamnbaban Lemberan Negara Republik 
Indor ia Nomor 3833); 

3. U0dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4355); 



4. Undang-Undang iomor 32 Tahun 2004 tenang 
Pererintaha D¥ ah (Lembaran Ne gara  Republik  Indone  si  
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon ia Nomnor 4437), sebagaimana telat 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tatun 2008 tentang Perubaha edua Aas 

Undang-Undang Nomor 32 Tatun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republike Indonesia 
Tahun 2008 Noor S9, Tamoaban Lemberan Negara Nono 

4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 211 tentang 

Pembentuka Peraturan Perudang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

6. Peraturn Pererintah Nomor 29 Tahun 200 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pererintah 
Nomnor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

egg, ten e 
Republik Indonesia Tatun 2010 Nomor 95); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangar Daerah (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambeahan Lembaran 
Negara Republike Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pr iden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Bara0g/Jars.a Pererintah sebagaiman.a telat 
beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan Pre.sider 
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubaha Kedua Ats Peraturan Pr en Nomnor 54 ahun 
2010 tentang Pengadaan B rang/Jasa Pemerintah; 

9. Instruksi Pr siden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20LL 
tentang Alesi Pencegahan dan peberant an Korupsi 
Tahun 2012; 

10.Peraturan Menteni Dalamn Negeni Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kall diubah teralhir dengan 
Peraturan Menteni Dalam Negent Nomor 2I Tatun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dal: rn 

iegent Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoran 

Pengelolaan Keua9an Deerah; 

1.Peraturan Daerah Kabupaten Belasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Organisarsi Perangkat Daerat 
Kabuparten Belkasi (Lembaran Dx rah Kabupaten Bek.as 

Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telath beberapa kall 
diubah terakhir dengan Peraturan Dx rah Kabupaten Bek.as 
Nomor 8 Tatun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Dae.rah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pemoet.9toes Peraro@at p e r ah_ @abu s en  
Belasi (Lembaran Deerah Kabupaten Belka Tahun 2012 
townee 



2PeraturaD rah Kabupaten Bekas Nomor 3 Tahun 2010 
ten an #Ren¢an8 Pembangunan langka panjang Daer.h 

Tahu 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belasi 
Tahun 2010 Nomor 3); 

13.Peraturan Bupati Bekasi Nornor 14.8 Tahun 2007 tentang 
Mekanisrhe Peryusunan Prouke tukumn Daerah di 

Lingkungen Pererintah Kabupaten Bek%a5i (Benita Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14.8) 

14.eraturan Bupeti Bekarsi Nomor 43 Tatun 2011 tentang 
Pembertukan Unit Pelay@nan Tellis Dinars Layanan 
Pengadaan Bara0g/Jars.a Secara Elektronik pada Dinars 
Korunikars dan Informatika Kaboupeaten Bekasi (Benita 
Daerah Kabupaten Bekkasi Tahun 2011 N0mor 43). 

M E  M U T U S K A  N  

PERUBAHAN ATAS PERAT'URAN BUPATT BEKAST 
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKAST. 

Pasat I 

Lampiran Peraturan Bupati Bekasi Nomor S Tahun 2012 tentang Petunjuk Tellis 
engadaan Barang/asa di Lingkungan Pererintah Kabupaten Bekasi diubah 
sebagairmaa tercanturn dalarm lampiran eraturan Bupat ini 

Pasat II 

Peraturan ini mulai berlake pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetatuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan % 

dengan penempatanrrya dalamn Berit Daerah Kabupaten Bek.al 

4.uPAI 8EKAS14 

ASANAH YASIN 


